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PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG
PENEMPATAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan
Pemerintah berupa simplifikasi peraturan perundang-
undangan, meningkatkan pelayanan penempatan
tenaga kerja, dan sejalan dengan perkembangan
bidang pelayanan penempatan tenaga kerja, perlu
dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 07/MEN/IV /2008
tentang Penempatan Tenaga Kerja,;

b. bahwa  pelayanan penempatan tenaga  kerja
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan
secara terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga
kerja sebagai pelaksanaan atas ketentuan Pasal 35,
Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 16
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

tentang Penempatan Tenaga Kerja;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang
Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan
Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik
Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib
Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3201);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4445);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);
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Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang
Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan di Perusahaan;
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang
Pengesahan Konvensi ILO Nomor 88 mengenai
Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 63);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun
2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta
Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di
Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 411).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PENEMPATAN TENAGA KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan
penempatan yang diberikan kepada pencari kerja
untuk memperoleh pekerjaan.

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan
untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi
kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh
pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan
kemampuan, serta pemberi kerja dapat memperoleh
tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
Antarkerja adalah sistem yang meliputi pelayanan
informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan

jabatan, dan perantaraan kerja.
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10.

11.

12.

Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL
adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja dalam 1
(satu) daerah kabupaten/kota atau lebih dari 1 (satu)
daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi.

Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat
AKAD adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja antar
daerah provinsi.

Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disingkat
AKAN adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja di luar
negeri.

Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha,
badan hukum, atau badan-badan lainnya yang
mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah
atau imbalan dalam bentuk lain.

Surat Persetujuan Penempatan yang selanjutnya
disingkat SPP adalah surat persetujuan dalam rangka
Penempatan Tenaga Kerja AKL atau AKAD.

Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang
menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang
sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan,
baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan
diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau
secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi
Kerja.

Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK
adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan
dan persediaan tenaga kerja, baik dalam dan luar
negeri.

Penyuluhan Jabatan adalah kegiatan pemberian
informasi mengenai jabatan dan pekerjaan kepada
Pencari Kerja dan masyarakat.

Bimbingan Jabatan adalah pelayanan kepada Pencari
Kerja untuk mengetahui dan memahami gambaran
mengenai potensi diri dan dunia kerja, serta memilih

bidang pekerjaan dan karir yang sesuai dengan bakat,



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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minat, dan kemampuan yang dimiliki.

Perantaraan Kerja adalah proses mempertemukan
Pencari Kerja dengan Pemberi Kerja sampai dengan
terjadinya hubungan kerja.

Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap
individu yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan
standar yang ditetapkan.

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang
selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan
hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk
menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga
Kerja dalam negeri.

Bursa Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan
Penempatan Tenaga Kerja.

Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK
adalah wunit pelayanan pada satuan pendidikan
menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga
pelatihan kerja = yang memberikan fasilitasi
Penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya.
Penanggung Jawab Perusahaan adalah Direktur
Utama LPTKS sebagaimana tercantum dalam akta
pendirian/perubahan badan hukum.

Pengantar Kerja adalah pegawai negeri sipil yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan
kegiatan pelayanan Antarkerja.

Petugas Antarkerja adalah petugas yang memiliki
kompetensi melakukan kegiatan Antarkerja dan
ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan pelayanan Antarkerja.

Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) adalah aktivitas
mempertemukan sejumlah Pencari Kerja dengan
sejumlah Pemberi Kerja pada waktu dan tempat
tertentu dengan tujuan penempatan.

Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu yang



